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Menimbang : a.

DEIVCAIV RAIIUAT TT'IIAIY UAHA EsA

WALIKOTA KO|rAUOBAGU

batrwa dalam rangka mendorong terciptarrya iklim investasi
yang kondusif melalui pemberian pelayanan perizinan dan non
perianan di bidang penanaman modal yang mudatr, cepat dan
transparan, sejalan dengan Perahrrarr Pnesiden Nomor 27
Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Terpadu Sahr Pinhr di Bidang
Penarrarpan Modat perlu mendelegasikan pel,ayanan pedzinart
tersebut kepada Kepala l(antor Pelayanan Terpadu Satu Pinhr
Kota Kotamobagu.

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Perahrran Walikota
Kotamobagu tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan
Non Perizinan di Bidang Penana:rran Modal Kepada Kepala
Kantor Pelayanan Terpadu Sattr Pinhr Kota Kotamobagu.

Undang-undang Nomor 10 Tatn:n 1995 tentang Kepabeanan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tatnrn 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36t21
sebagaimana telatr diubatr dengan Undang-Undang Nomor 17
tatrun 2006 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2006
Nomor 93, Tasrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a66ll;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang Pemerintatran
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4
nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371sebagaimana telah diubatr beberapa kali, t€rakhir
dengan Undang-Undang Nomor L2 Tatnrn 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4
tentang Pemerintatran daeratr (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO8 nomor 59, Tambatran kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a84'al;

Mengingat : 1.

"l-tl
J{

ft

b.

"0



i

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tatrun 2OO7
tentang Pembentukan Kota Kotarnobagu di Provinsi Sulawesi
Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOz
Nomor 6, Tambatran kmbaran :Negara Republik Indonesia
Nomor a68O);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman
Modal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAT

- Nomor 67, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia
' 'Nomor a72a\

5. Undang-Undang Nomor 40 Tatn:n 2OA7 tentgng Pereeroan
Terbatas (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT

Nomor 106, Tarnbatran kmbaran Ndgara Republik Indonesia
Nomor a7561;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tatnrn 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengatr (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2008 Nomor 93, Tambatran Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8661;

7. Perahrran Pemerintatr Nombr 27 Tatrun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor 59, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 ?atrun 2OO5 tentang Pedoman
Penyusr:nan dan Penerapan Standar Pelayanan Minfunal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tarnbatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Perahrran Pemerintatr Nomor 1 Tahun 2OOT tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan unttrk Penanaman Modal di Bidang-Bidang
Usatra Tertentu dan/atau di Daerah-Daeratr Tertenhr
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 1,

Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia 46751,
sebagaiurana telah diubatr dengan Perahran Pemerintatt
Nomor 62 Tahun 2OO8 (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2OOB Nomor 132, Tarnbahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8921;

10. Perahrran Pemerintatr Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusa3 Pemerintatr Antara Pemerintatran,
Pemerintatran Provinsi, da3 Pemerintatran Daeratr
IGbupaten/Kota (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7- Nomor 28, Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47371',

1 1. Perahrran Pemerintatr Nomor 45 Tatnrn 2OOg tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal di Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 68, Ta.arbatran Irrnbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a861);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tatrun 2OO9 tentang Kawasa.rr
Industri (kmbaran Negara Republik Indonesia Talrun 2OO9

Nomor 47, Tambatran [€mbararl Negara Republik Indonesia
ae87l;
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13. Perahrran Presiden Nomor 77 Tatrun 2OO7 tentang Daftar
Bidang Usatra yang Terfirhrp dan Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana
telah diubatr dengan Per:atr:ran Presiden Nomor 11 1 Tahun
2007;

14. Perafuran Presiden Nomor 27 Tarnrr..zf)}g tentang Pelayanan
Terpadu Sahr Pintu di Biddng Penanaman Modd;

lSnKeputusan Presiden Nomr 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja l[arga Negara Asing Pendatang;

16. Kepuhrsan Presiden Nomor. 90 .Tatrun 20OO tentang l(antor
Perwakilan Perusahaan Asing;

17. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2AO7 tentang Iftiteria
dan Persyaratan Pen5rusrrnan Bidang Usaha yang Terhrhrp dan
Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal;

18. Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tatrun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sahr Pinhr;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tatrun 2OO8 tentang
Pedoman Orgarrisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Periiinarr
Terpadu di Daerah;

20. Perahrran Menteri Pemberdayaan Aparattrr Negara Nomor
PDR/?OIM.PAN/O4|?OOO tcntang Pedoman Pen5rusunan
Standar Pelayanan Publik;

2 1 . Perahrran Menteri Keuangan Nomor 176 lPMK.ll I 2OO9 tentang
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta barang dan
Bahan unhrk Pembangr:nan atau Pengembangan Industri
Dalam Rangka Penanaman Modal;

22. Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor
12 Tahun 2OO9 tentang Pedoman dan Tata Cara permohonan
Penanaman Modal;

23. Peraturan Daeratr Nomor 3 Tahun ,2OO7 tentang Susunan
Organieasi dan Tata Keda lembaga Teloilie Daerah Kota
Kotamobagu

24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OOg tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja l(antor Pelayanan Terpadu Sahr
Pintu Daeratr Kota Kotanobagu;

25. Perahrran Daeratr Kota Kotamobagu Nomor 23 Tahun 2008
tentang pengerrdalian Penanaman Modal;

26. Perahrran Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tatnrn 2OO9 tentang
Jenis Perizinan dan Rekomendasi yang dikelolah pada l(antor
Pelayanqn Terpadu Sahr Pintu, (lembaran Daerah Kota
Kotanobagu Taturn 2009 Nomor 25);

27. Perahrran Walikota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pelimpalran Sebagian Wewenang Walikota Kepada Kepala
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Kantor Pelayanan Terpadu Sahr Pintu, (Lembaran Daeratr Kota
Kotamobagu Tahun 2OO9 Nomor 24);

UEUUTUSKAN

: PENDELEGASI.AN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON
PERIANAN DI BIDAI.IG PENA},IAMAN MODAL KEPADA KEPAI"A
KANTOR PELAYANAN TERPADU . SATU PII.ITU KOTA

..KOTAMOBAGU :

BAB I

I(ETENTUAIY I'UUU

Pas|l I

Dalam Perattran Walikota ini yang dimahsud dengan :

Daeratr adalah Kota Kotanobagu.
Pemerintatr Daeratr adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. I(antor Pelayanan Terpadu Sattr Pintu yang selanjutnya

disingkat KPTSP adalatr lGntor Pelayanan Terpadu Sahr Pinhr
Kota Kotamobagu.

5. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Sahr Pinhr yang selanjutnya
disingkat Kepala KPTSP adalah Kepala KPTSP Kota
Kotamobagu.

6. Pelayanan Terpadu Sahr Pintu, yang selar{utnya disingkat
PISP; adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non
perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari Walikota Kotamobagu, yang proses
pengelolaannya dimulai dari tatrap permohonan sampai tatrap
terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam sattr tcmpat.

7. Perizinan adalah segala bennrk persehrjuan unttrk melakukan
penanaman modal, ymg diterbitkan oleh Pemerintah dan
Pemerintatr Daeratr yang memiliki kewenangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

8. Non Perizinan adalatr segala benhrk kemudatran pelayanan,
fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Perusatraan Penana.man Modal adalah badan usaha yang
melalnrkan penanaman modal baik yang berbadan hukum
maupun tidak berbadan hukrm.

10. Pcnanaman modal adalatr segala benhrh kegiatan menanam
modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun
Penanarn Modd Asing r,rntuk melalnrkan usatra di wilayah Kota
Kotamobagu.

1 1. Penanam modal adalatr perseorangan atau badan usatra yang
melalrukan Penanaman Modal, yang dapat berrrpa Penanaman
Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing,

12. Penanaman Modal Dalam Negeri adalatr kegiatan menanam
modal r:nhrk melaktrkan usatra di Wilayatr Negara Republik
Indonesia.

13. Penanaman Modal Asing adalatr kegiatan menanam modal
unhrk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik
Indonesia.
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14. Penanam Modal Asing adalatr kegiatan menanam modal untrrk
melakukan usatra di Wilayatr Negara Republik Indonesia, YmB
dilalrukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan
modal asing se-penuhnya maupun yang berpatungan dengan

penanam modal dalam negeri.
15. Fermohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah

permohonan yang disarnpaitran oleh penanam rnodal untuk
mendapatkan- persehrjuas awal Pemerintatr atas rencana
penanaman modalnYa.

161 irendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya digebut
pendaftaran, adalatr bentuk persehrjgan awal pemerintatt
l"kg"i dasar memulai rencana penanaman modal'

17. Perniohonan lz;1rl Prinsip Penanasran Modal adalatt
permohonan yang Osamiaitan oleh perusatraan unhrk
ilendapat}ar1 iarr-a"ri Pemerintatr dataln memulai kegiatart
penanamanmodal. . t. r 1r

18. izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin
Prinsip, aa*an lzin untuk memulai kesatan perynaqll modal

di bidarrg usaha yang dapat memperoleh fasilitas liskal dart

dalam p"I"t""naan penanaman modalnya memerlukan fasilitas
fiskal.

19. Permohonan lzin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalAh- p"*rohonan yang diiampaikan - oryt penrsahaan unhrk
ilendapatkan 

-i"in- dqri Pemerintah dalam memqlai rencana
perluasan Penanaman modal.

ZO.iai Pti"-ip Perluasan Penanaman Modal, Ysng selanjutnya
disebut Izin Prinsip Perluasan, adalatr lzin unhrk memulai
rencana perluasan penanaman modat di bidang ugafa yang

dapat mlmperoleh 
-fasilitas fiskal dan dalarn pelaksanaart

penanaman 
-moaarnya 

memerhrkan fasilitas frskal.

21. permohonan lzin Prinsip Perubatran Penanaman Modal, adalah

fermohonan yang disampaika' oleh 
- 
perusaSaan untuk

mendapatkan \ri^ Pemrintatr dalam melakukan ngrybahan-
peruUattan atas ketentuan yang t€lah ditetapkan dafam Izin
Prinsip/ Izin PrinsiP Perluasan.

22.lh #nsib Perubatran Penanaman Modal, yang sela'qiutnya
disebut Izin Prinsip Perubatran adalatr Izin unttrk melakukan

, penrbahan atas ketentuan yarlg telatr ditetapkan dalm Izin
Prinsip/izin Prinsip Perluasan sebelunrrya'

23. Permohonan ldn fisaha adatah permohonan yang disampaikan
oleh pemsatraan pada saat perusatraan telah siaP

melaksan"k rt kegia-tan produksifoperasi komersial baik
produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaart_ atas
pendaftaran I lzir. ynnsip/ eersetujuan- Penanaman Modal yang

itimitild peri:"atrrat kicuali ditentukan lain oleh perahrran
perundang-undangan sektoral. , __ _

24.idn UsaG adalalilzin yang wajib dimitiki perusatraan- unhrk
melaksanakan kegiatair froduksi/operasi komersial baik
produksi barang haupun j"b" sebagai pelaksanaan -atas
pendaftaran tlgfi; prinsip/persehrjuan Penagaslan modalrrya,

kecuali aiteirtuf<an tain- btetr p""Lt:rart perunialg-undalgan

,r. illl$f;nan rzin usaha p"rt."""r, adatatr permohonan vans
disampaikan oleh perusahaan P"q? saat perusatraan telah
melahsanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas
pitt"*U.t rn t 

"p"Jitas 
prodgksi melebihi kapasitas prodr:ksi

iorg telatr diizirkar, 
"iU*g€i 

pelaksanaan atas ldrr;r Prinsip
berllasan/Persetujuan perlirasan yang dimiliki perusatraan,
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kecuali ditenhrkan lain oleh perahrran perundang-undangan
sektoral.

26. Pendelegasian Wewenang adalatr penyeratran tugas, hak,
kewajiban serta pertanggungiawaban perizinan dan non
perizinan, termasuk penandatangannannya atas naraa pemberi
wewenang oleh Walikota kepada Kepala Karrtor Pelayanan
Terpadu Sahr Pinhr (KPISB Kota Kotamobagu.

I.. BAB U

PIITDET,EGASIAIV ITETEIIAITG

Pa.rl 2

Walikota mendelegasikan kewenangan perizinan dan non
perizinan di bidang penanaman modal kepada Kepala Kantor
Pelayana Terpadu Sahr Pintu Kota Kotamobagu berdasarkan
peraturan pertrndang-rxrdangan yang berlalnr.
Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinart
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebiialmn di bidang
penanaman modal dengan SKPD terkait dalam
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

b. Pemrosesan dan penandatanganan dokrnmen perizinan;
c. Penyerahan dohrmen perizinan kepada pemohon;
d. Penyederhanaan prosedur perizinan.

BAB III

JEITIS PEI,AYAITAIT PEISAIYATAIT UODAL

Pesat 3

(1) Jenis pelayanan di bidang penanaman modal terdiri dari
pelayanan perizinan dan non perizinan.

(21 Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari :

Pendaftaran Penana:rran Modal;
Izin Prinsip Penanaman Modal;
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
Izin Prinsip Perubatran Penanaman Modal;
lzun Usatra, Idtn Usaha Perluasan, Izan Usaha
Penggabungan Perusahaan Penanarnan Modal (Merger) dan
izin usatra tambahan.

(3) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'
terdiri dari :

a. Jenis-jenis pelayanan non' perizinan dapat diberikan
fasilitasi, antara lain :

' . Fasilitas bea masuk atas impor rnesin;
- Fasilitas bea masuk atau impor barang dan bahan;
- Usulan untgk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilart

(Pph) badan;
- Angka pengenal importir produsen (API-P);
- Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTK$;
- Rekomendasi visa untuk bekerja (TA.OU.

tr'

o (21

a
a.
b.
c.
d.
e.



Jenis-jenis pelayanan non perizinan diberikan kemudatran,
anta-ra lain :

- Persehrjuan memperkerjakan tenaga kerja asing (PMTA);
- Insentif daeratr;
- Layanan informasi dan layanan pengaduan.

BAB IV

PEI.ABONAIT

Pasat 4

(1) Kantor Pelayanan Terpadu Sattr Pinhr Kota Kotamobagu wajib
menyampaikan laporan perkembangan pemberian perizinan
dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
kepada Walikota.

(21 Laporan sebagimana dimahsdd pada ayat (U, disampaikan
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

IT TENTUAIY PEIYI'TIIP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlalm sejak tanggal diundangkan.

Agar sitiap orang dapat mengetahuinya, memerintatrkan
pengundangan Peratrrran ini dengan penempatarrnya dalam Berita
Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagtr
Pada tanggal 2o Mai 2013

Diundangkan di
Pada tanggal 2o

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2OL3 NOMOR ..,0
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